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ABSTRAK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti persoalan korupsi di tingkat pedesaan, sejak tahun 2012
hingga tahun 2021 tercatat ada 601 kasus korupsi dana desa di Indonesia dan menjerat 686 kepala desa. Menurut
data yang ada, dari tahun 2015-2022, tidak kurang sebanyak Rp470 Triliun dana desa telah disubsidikan oleh
pemerintah pusat dengan harapan bisa digunakan untuk memajukan desa, meningkatkan kesejahteraan,
mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Sayangnya, hingga saat ini hal
tersebut belum berjalan karena berdasarkan data terbaru sebanyak 12,29% masyarakat desa masih terjebak
dalam kemiskinan. Faktor lain yang tak kalah pentingnya adalah semakin tergerusnya budaya lokal dan hukum
adat yang ada di desa. Adapun modus korupsi dana desa yang seringkali ditemukan adalah penggelembungan
anggaran, kegiatan atau proyek fiktif, laporan fiktif, penggelapan, dan penyalahgunaan anggaran. Penulisan
artikel ini bertujuan untuk mengetahui tentang tindak pidana korupsi, fenomena, dampak, serta upaya
pemberantasan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan desa. Kesimpulan dari artikel ini adalah
Tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan desa merupakan segala tindakan yang dapat merugikan
keuangan maupun perekonomian negara maupun desa. Adapun pemberantasan tipikor dapat dilakukan dengan
upaya pencegahan (preventif), upaya penindakan (kuratif), upaya edukasi masyarakat/mahasiswa, upaya
edukasi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).

Kata Kunci: Tipikor, Dana Desa,Pengelolaan Keuangan Desa,Pemberantasan Korupsi

ABSTRACT

The Corruption Eradication Commission highlighted the issue of corruption at the rural level, from 2012 to
2021 there were 601 cases of corruption in village funds in Indonesia and 686 village heads were ensnared.
According to available data, from 2015-2022, no less than IDR 470 trillion of village funds have been subsidized
by the central government in the hope that it can be used to advance villages, improve welfare, alleviate poverty
and improve the economy of rural communities. Unfortunately, until now this has not worked because based
on the latest data as many as 12.29% of rural communities are still trapped in poverty. Another factor that is
no less important is the erosion of local culture and customary law in the village. The modes of corruption in
village funds that are often found are budgetary inflation, fictitious activities or projects, fictitious reports,
embezzlement, and budget abuse. The purpose of this article is to find out about corruption, phenomena,
impacts, and efforts to eradicate corruption in village financial management. The conclusion of this article is
that criminal acts of corruption in village financial management are all actions that can harm the finances and
economy of the state and village. The eradication of corruption can be done by means of prevention
(preventive), efforts to take action (curative), efforts to educate the public/students, educational efforts of NGOs
(Non-Governmental Organizations).
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A. PENDAHULUAN

Korupsi terus menggerogoti negara dan melubangi keuangan negara terutama seperti
kasus-kasus korupsi yang terjadi di negara Indonesia ini. Dengan disahkannya Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui UU Nomor 30 tahun 2002, korupsi diharapkan dapat
menekan kasus korupsi di negara Indonesia, namun dewasa ini masih saja bermunculan berita
terjadinya kasus-kasus korupsi. Adapun ruang lingkup yang besar pada tatanan dan
pengelolaan keuangan negara sedangkan anggota KPK yang sangat minim menyebabkan
KPK kewalahan dalam mengungkap kasus yang ada. Hal ini merujuk pada UU Nomor 6
tahun 2014 tentang Desa, dimana dalam hal ini ruang lingkup dari pengelolaan keuangan
negara bukan lagi hanya sebatas pada pemerintahan dan kementerian serta pemerintah
provinsi saja, melainkan ruang lingkup pengelolaan keungan bertambah pada sektor desa.
Dengan adanya ruang pengelolaan keuangan dana desa menjadi pusat perhatian saat ini,
karena hal ini akan menjadi tantangan baru bagi pemerintahan dan khususnya KPK dalam
memberantas korupsi.

Sebagaimana kasus tindakan pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan desa, yakni
oleh mantan Kepala Desa Kronjo, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang terkait kasus
penyelewengan beras untuk keluarga miskin (raskin), hal ini masyarakat tentu sangat
dirugikan.

B. METODE PENELITIAN
Penelitian dilakukan secara yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan
perundangan-undangan Mendasarkan pada: doktrin, teori dan prinsip hukum dengan

penalaran/logika hukum sebagai argumentasi hukum.

C. PEMBAHASAN
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi
Tindak pidana korupsi merupakan segala tindakan yang dapat merugikan keuangan
maupun perekonomian negara. Menurut perspektif hukum, definisi korupsi dijelaskan dalam
UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
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Pidana Korupsi. Pengertian sudah mencakup pada setiap pasal dari pasal 1 sampai pasal 13.
Sedangkan pasal 21 sampai 24 dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun
2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjelaskan tentang tindak pidana lain
yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Adapun tindak pidana korupsi dalam
pengelolaan keuangan desa adalah segala tindakan yang dapat merugikan keuangan maupun
perekonomian negara maupun desa. Sehingga segala tindakan yang dilakukan dapat
merugikan masyarakat desa, pemerintah desa dan semua lapisan. Sama halnya dengan
tindakan pidana korupsi secara umum, namun bedanya tindakan dilakukan oleh para oknum
yang berkecimpung secara langsung dalam pengelolaan keuangan desa seperti kepala desa,
Kepala Urusan Keuangan, dan oknum lainnya. Sebagaimana pengelolaan keuangan desa
menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014 yaitu, keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan
desa. Hal ini menurut UU Nomor 60 tahun 2014, dana desa merupakan dana yang bersumber
dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yakni melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah kabupaten/kota digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

2. Dampak Tindak Pidana Korupsi
Adapun dampak dari tindak pidana korupsi yang terjadi dalam hal ini sebagai dampak
masif korupsi yang disebut oleh Kemedikbud dan Dirjen Dikti dalam buku Pendidikan Anti-
Korupsi untuk Perguruan Tinggi (2011), yakni:
a) Dampak Ekonomi :
- Lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi;
- Penurunan Produktifitas;
- Rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik;
- Menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak
- Meningkatnya hutang negara
b) Dampak Sosial dan Kemiskinan Masyarakat

- Mahalnya harga jasa dan pelayanan publik
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d)

- Pengentasan kemiskinan berjalan lambat

- Terbatasnya akses bagi masyarakat miskin

- Meningkatnya angka kriminalitas

- Solidaritas sosial semakin langka dan demoralisasi
Runtuhnya Otoritas Pemerintah

- Matinya etika sosial politik

- Tidak efektifnya peraturan dan perundang-undangan
- Birokrasi tidak efisien

Dampak Terhadap Politik dan Demokrasi

- Munculnya kepemimpinan korup

- Hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi

- Menguatnya pluktokrasi

- Hancurnya kedaulatan rakyat
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D. PENUTUP

Kesimpulan

1. Tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan desa adalah segala tindakan yang
dapat merugikan keuangan maupun perekonomian negara maupun desa. Sehingga
segala tindakan yang dilakukan dapat merugikan masyarakat desa, pemerintah desa
dan semua lapisan. Sama halnya dengan tindakan pidana korupsi secara umum,
namun bedanya tindakan dilakukan oleh para oknum yang berkecimpung secara
langsung dalam pengelolaan keuangan desa seperti kepala desa, Kepala Urusan
Keuangan, dan oknum lainnya. Sebagaimana pengelolaan keuangan desa menurut
Permendagri Nomor 113 tahun 2014 vyaitu, keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban
keuangan desa. Hal ini menurut UU Nomor 60 tahun 2014, dana desa merupakan
dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yakni melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

2. Dampak dari tindak pidana korupsi yang terjadi sebagai dampak masif korupsi yang
disebut olen Kemedikbud dan Dirjen Dikti dalam buku Pendidikan Anti-Korupsi
untuk Perguruan Tinggi (2011), yakni dari segi dampak ekonomi, dampak sosial dan
kemiskinan masyarakat, runtuhnya otoriritas pemerintah, serta berdampak terhadap

politik dan demokrasi.
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